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BUPATI KEPULAUAN ARU 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU 
NOMOR l 3 TAHUN 2014 

TENT ANG 
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN 

ALOKASI DANA DESA (ADO) DI KABUPATEN 
KEPl,JLAl,JAN ARI,! . . 

TAHUN ANGGARAN 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN ARU, 

bahwa untuk memberikan arah dalam rangka melaksanakan ketentuan­ 
ketentuan mengenai Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Aru agar leblh 
tertib sesual mekanisme yang berlaku perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Alokasl Dana Desa di 
Kabupaten Kepulauan Aru; · · -· ·· · 

: 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republlk Indonesia Tahun 
1945 

2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 
seram Bagian 11mur, Kabupaten seram Bag!an Barat dan Kabupaten 
Kepulauan Aru di Provins! Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahon 2003 Nomor 155, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4350); 

3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerlntahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 tambahan 
Lembaran Negara Repub!lk Indonesia Nomor 4437); sebaga!rnana teiah 
<;111,11?�!'1 <;l�nggJ\ llnc:I;;i.ng-1,1n<;lqr1g Ngmgr ii @Jwn iQQIJ ��nt:?ng P�m�rint:?han 
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nornor 59, 
tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844); . 

4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentanq Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2004 NomoF 126, tambahan tembaran Negara Nomor 4438); 

5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan 
Rengawa�n atas 12erwelengaraa.n 12erner!nt2han oesa (l.emQa�n Negara 
Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4090); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemblnaan 
dan Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintahan Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4090); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akutansi Pemerlntah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republlk Indlnesia 
Nomor 4503); 

8. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor 4578); .. -· ... 

9 .• Peraturan - Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang .. Desa 
· (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

10. Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pemblnaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerlntahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4593); 

11. Peraturan Menter] Dalam Negerl Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupupaten Kepulauan Aru 
Tahun Anggaran 2014. 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG PETUNJUK 
TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA 
(ADD} DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 
2014 

PASAL 1 
Dalam Peraturan Bupatl ini, Menetapkan Mengenal Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Pengunaan Alokasl Dana Desa di Kabupaten Kepulauan 
Aru. 

PASAL2 
Rlncian Lebih lanjut mengenal Petunjuk Teknls Pelaksanaan Alokasi 
Dana Desa tercantum pada lampiran dan merupakan baglan yang tidak 
terplsahkan dalam Peraturan Bupati lnl; 



'PASAC3 . 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap 
orang mengetahulnya, memerlntahkan Pengundangan Peraturan Bupati 
in! dengan menempatnya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepufauan 
Aru. 

Ditetapkan di: Dobo 
pada tanggal Pebruari 2014 

�ENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU 

. - 

BROSIUS AGUSTUS GAINAU 

iundangkan di Dobo 
· · ada tanggal : Pebruari 2014 

1Plt. SEKRETARIS DAERAH 
fKABUPATEN KEPULAUAN ARU 

ARENS UNIPLAITA 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2014 NOMOR: 1 



PEDOMAN PENGELOLAAN 
ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2014 

;, Alokasl Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk mernpercepat proses pernbangunan 
l' ,,• 

t balk Sumber Daya Manusia maupun Infrastruktur Perdesaan sebagai upaya 

•· penlngkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kapasltas Pemerlntahan Desa saat lnl 

f perlu mendapatkan perhatian leblh besar. Hal inl mengingat kondlsl penduduk rnlskln 
·� di Kabupaten Kepulauan Aru, mencapal 7.535 RTM (Data Badan Pusat Statlstlk 

:, Tahun 2013). . - 
Oleh karena itu perlu pola pengalokasian dana yang penggunaannya sesuai dengan 

kebutuhan desa yaltu Alokasl Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan faktor-faktor 

yaltu kemlsklnan, pendidikan dasar, kesehatan dan keterqantunqan desa - serta 

faktor-faktor tambahan mellputl luas wllayah, jumlah penduduk, potensi ekonoml, 

partlslpasi masyarakat dan jumlah unit komunikasi di desa, (Dusun, RT dan RW). 

Alokasl Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan antara pusat dan daerah 

i yang dlharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan program pemberdayaan 

masyarakat dan pembangunan desa, sehlngga dapat menlngkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Dengan menggunakan · forum musyawarah perencanaan pembangunan 

desa sebagal wadah berhimpunnya semua elemen yang ada di masyarakat 

dlharapkan akan menghasilkan suatu perencanaan yang partlsipatlf, menlmbulkan 

rasa tanggung Jawab secara bersama-sama, masing-masing unsur akan sa!lng 

menghargai, saling menghormati dan saling rnenqawasl dalam mengangkat 

kebersamaan untuk kepentlngan yang -ie6ih besar yaltu membangun desa untuk 

menlngkatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin mandlrl serta berpartlslpasl 

aktlf dalam pembangunan desa. 

Alokasl Dana Desa (ADD) di program sebagai upaya menyatukan visi dan mlsi 

Pemberdayaan Masyarakat dan Operasional Pemerlntah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BP�) Di Kabupaten Kepulauan Aru khususnya pelaksanaan 

di tlngkat desa. 

Prlnsip-Prinsip Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). 
1. Mendorong semangat desentralisasi; 

2. Adil, transparan dan akuntabel; 

3. Past! dapat diukur kinerja dan keberhasilan keglatannya; 

4. Memberikan stlmulan dan lnsentif bagi desa; 



fujuan Alokasi Dana Desa (ADD). 

Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; 
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di tlngkat desa dan 

pemberdayaan masyarakat; 
Meningkatkan pernbanqunan infrastruktur perdesaan; 
Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka 
mewujudkan keharmonisan sosial; 
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

Meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan 
sosial dan ekonoml masyarakat; 
Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat. 

:� 

�': Sasaran penggunaan Dana Desa (ADD). Ir, . 
e: 
' Sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diserahkan kepada pemerlntah desa 

dan lembaga kemasyarakatan yang mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan 
:: Pembangunan Desa melalui proses perencanaan partlsipatif, sedangkan secara 

umum sasaran Alokasi Dana Desa (ADDJaaalah : 

1. Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70 °/o (tujuh pu\uh persen) 
2. Biaya Operaslonal Pemerlntah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

.sebesar 30 °/o ( tiga puluh persen ). 
Secara rJnclan penggunaan Alokasl Dana Desa (ADD) sebagal berlkut : 
1. Pemberdayaan Masyarakat terdlrl dari : 

a. Penanggulangan kemisk/nan memperhatikan bina manusia dan blna usaha, 
melalui: 
Pembina permodalan, keterampilan suatu usaha ekonoml masyarakat, dart 
produksi, mengelola admlnistrasi sampai pemasaran dengan melibatkan 
LPMD, PKK dan Tokoh Masyarakat sebagal Pembina; 

b. Penlngkatan peranan wanita melalui perwujudan kesehatan gender dan 
peningkatan peranan dasa wisma dalam bentuk Bantuan Operasional lim 
Penggerak PKK Desa minimal 5% (lima persen) darl dana pemberdayaan 
masyarakat; 

c. Pembentukan dan Pengembangan Sadan Usaha millk Desa (SUMDes) dengan 
keglatan antara lain (Pengelolaan pasar desa, HIPPAM, Wisata Desa, unit 
simpan pinjam, Wartel, UPK Gerdu Taskin dan lain - lain) makslmal 20 % 
(dua puluh persen) darl dana pemberdayaan masyarakat sebagal tambahan 
modal Sadan Usaha Millk Desa (BUMDes); 

d. Peningkatan derajat kesehatan dengan sasaran : 
- Peningkatan aktivitas Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) bagl Balita dan 

Lansla; 



� Penlngkatan fungsl Pollndes 
• Pemberdayaan Kelompok Bina Keluarga Balita, dan Bina Keluarga Lansla 
• Pemberdayaan penyakit menular (flu burung, demam berdarah dan lain- 

laln). 
Penlngkatan kualitas Pendidikan luar Sekolah (Kejar Paket A, Kejar Paket B, 

Paket C, Taman kanak - kanak, Pendidikan Anak Usia Dini dan Keaksaran 
Fungslonal; 
Usaha - usaha peningkatan •. stabilitas keamanan, ketentraman dan 
ketertlban masyarakat/pelindung masyarakat; 
Pembina Organlsasl kepemudaan melalul Karang Taruna dan Bina Keluarga 
Remaja :(BKR); 

Peningkatan pengalaman kehldupan keagamaan dalam rangka penlngkatan 
kebersamaan soslal (pemeliharaan tempat lbadah); 

I. Pelestarian gotong-royong masyarakat; 
j. Pembangunan infrastruktur perdesaan, denqan priorltas antara lain : 

- Prasarana perhubungan (Jalan, Jembatan, Plengsengan Penahanan Jalan, 

gorong - gorong dan lain - lain); 
- Prasarana soslal (poskambling, Pollndes, Balai Desa, Kantor Oesa dan 

lain - lain); 
- Prasarana pemasaran (pasar desa, klos, pasar hewan dan lain - lain); 
- Prasarana perlkanan dan kelautan (tambatan perahu, sarana penagkapan 

lkan, pengawet ikan dan lain - lain); 
- Prasarana MCK Desa, Dusun. 

k. Pengembangan wilayah terpencil (Dusun Terpencll) yang mempunyal potensi 
berkembang; 

I. Pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TfG) dan 
pemanfaatan sumber daya desa, serta pelestarlan llngkungan hidup; 

m. Bantuan Operaslonal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) 
minimal S 0/o (lima persen) darl dana pemberdayaan masyarakat; 

n. Bantuan Operasional Lembaga RT dan RW (untuk alat tulls kantor dan 
rapat- rapat); 

o. Bantuan sarana dan prasarana dusun. 

2. Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Sadan Permusyawaratan Desa (BPD) 
dengan sasaran untuk : 
a. Bantuan Operaslonal penyelenggaraan pemerlntahan- sebagai upaya 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan arah penggunaan sebagai 

berikut: 
Pembentukan Lernbaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD); 
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- Perawatan Kantor dan Bala! Desa serta kebersihan lingkungan sekitlmya; 
- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan suku cadang komputer dan 

lain - lain; 
- Pemeliharaan inventarls Kantor (mesin Ketll<, computer dan lain - lain); 
- Penyelenggaraa'i1 rapat; 

Pendataan profil desa, pelaporan dan perangkat lunak (computer); 
Perjalanan dinas kepala desa dan perangkat desa; 

- Pengadaan pakalan dinas perangkat desa apabila dipandang perlu; 
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagl pemerintah desa 
(Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa); , - 

Mekanlsme Pencairan Dana dan Penyaluran Alokasl Dana Desa (ADD) 
• 

Mekanisme pencalran dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) menglkuti ketentuan 
dan cara Penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kepulauan Aru. 
Pada prlnslpnya Alokasl Dana Desa (ADD) disalurkan kepada pemerlntah desa 

melaiul rekenlng pemerlntah desa, kemudlan masuk ke kas desa dan merupakan 
baglan dart pendapatan desa. 
Penyaluran dana dilakukan oleh Bagian Keuangan Setda selaku BUD dengan cara 
transfer melalul Bank Maluku Cabanq Dobo. Pencairan dana dilakukan 1 ( satu ) kall. 
Pencalran dana sebesar 100 % ( seratus persen ) setelah keglatan selesai dengan 
buktl surat pertanggung jawaban (SPJ) dan laporan bulanan serta dokumentasl. 
Penyaluran tersebut ditransfer ke rekenlng desa setelah ada permlntaan kepala desa 
Cq. camat maslng-maslng wilayah kerja. 

Fungsi dan Peranan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). 
1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 

a. Kepala Desa. 
Fungsl dan ·peranan Kepala Desa adalah sebagal pembina dan pengendoli 
kelancaran serta keberhasllan pelaksanaan Alokasl Dana Desa (ADD). 

b. Penanggung Jawab Operaslonal Keglatan (PJOK) 
Penanggung Jawab Operasloriaf "l<egiatan (PJOK) adalah Sekretaris Desa 
atau Perangkat Desa yang mampu, berdasarkan Keputusan Kepala Desa, 
bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan keberhasilan seturuhnya 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). 

c. Penanggung Jawab Admlnlstrasi Kegiatan (PJAK) 
Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) adalah Kaur Keuangan/ .. 
Perangkat Desa pada Sekretaris Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa 
yang bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Admlnlstrasi Keuanoan 



Pengelola Alokasi Dana Desa di Tingkat Kecamatan 

a. Camat 

camat berkedudukan sebagai Pembina dan Pengendall Keglatan Alokasl Dana 

Desa (ADD) bagl desa yang ada di wllayah kecamatan yang bersangkutan. 

b. Kepala Seksi Pembangunan sebagai pemblna dan pendamping kegiatan 

Alokasi Dana Desa (ADD) di desa yang ada wi!ayah kecamatan yang 

bersangkutan bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan 

dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring serta 

pelaporan terhadap pelaksanaan keglatan Alokasl Dana Desa. Belanja 

Operasional bagi Kepala Seksi Pembangunan dibebankan melalui Dokumen 

Pelaksan�ari Anggaran (DPA) Kecamatan. 

c. Tim Pembina Alokasl Dana Desa (ADD) dibentuk dengan anggota unsur 

kepala seksi pada Kantor camat dan Perangkat Daerah di tingkat kecamatan 

yang terkalt sesuai arah penggunaan Alokasl Dana oesa ·(ADD). 

d. Blaya Operaslonal Pembina monitoring, evaluasl dlalokasikan darl Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan yang bersangkutan. 

3. Pengelola Alokasl Dana Desa (ADD) di Tlngkat Kabupaten. 
a. Bupati sebagai Pembina Program Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

mulal dart desa kecamatan dan kabupaten, 
b. Tim Pengarah dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD), terdirl darl, Sadan 

Perencanaan, Sadan Pengawasan, Sadan Pendapatan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah, Baglan Tata Pemerintahan Umum dan Baglan Hukum. 

4, Pelaksanaan Keglatan 

Pelaksanaan Kegiatan Alokasl Dana Desa (ADD) adalah Tim Pelaksanaan 

Keglatan yang dibentuk berdasarkan musyawarah di tingkat desa yang 

disesuaikan dengan arah Pembangunan Alokasl Dana Desa yang dalam hal lnl 

blsa perangkat desa, Anggota Sadan Permusyawaratan Desa (BPD), Anggota 

LPMD, Tim Penggerak PKK atau Tokoh Masyarakat yang lain. Maslng-maslng 

pelaksana keglatan bertanggungjawab terhadap terlaksananya seluruh keglatan 

dengan membentuk tim pelaksana keglatan, (mulai perencanaan, pelaksanaan, 

pengendallan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban). 

G. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) 
a. Perencanaan 

1. Daftar Usulan Rencana Keglatan (DURK). 

Dalam pengelolaan A\okasi Dana Desa (ADD) sernua Desa rnenggunal<an 

Daftar Rencana Usulan Kegiatan (DURK). 



··--· . ····- - . - - - . ------------������� 
Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) terdiri darl 2 (dua) macam yaltu : 

- Daftar Usulan Rencana Keglatan Pemberdayaan Masyarakat (DURK-PM); 

- Daftar Usulan Rencana Keglatan Operasional Pemerint.ahan Desa (DURK- 

Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Bentuk dan Format Daftar Usulan Rencana Kegiat.an sebagalmana dlmaksud 

pada huruf a dan b tercantum dalam lamplran II dan III. 
Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (DURK-PM) 

ditandatangani oleh Penanggung Jawab Operaslonal Keglatan (PJOK), ketua 

LPMD, Kepala Desa dan menget.ahui Camat, dilamplrkan Lembar Kerja (LK) 

Pemberdayaan Masyarakat yang ditandatanganl oleh Ketua LPMD dan . . 
Sekretaris LPMD. 

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (DURK­ 

Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditandatangani oleh 

penanggung Jawab Operaslonol Kegiatan (PJOK), Kefua BPD, Kepala Desa 

dan mengetahul Camat, cliia-rr1pirkan Lembar Kerja (LK) Operaslonal 

Pemerintahan Desa (DURK-Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

yang dltandatangani Sekretaris Desa dan Kepala Desa. 

Bentuk dan Lembar Kerja (LK) Pernberdayaan Masyarakat dan Lembar Kerja 

(LK) Operaslonal Pemerlntahan Desa (DURK-Pemdes) dan Badan 

· Permusyawaratan pesa (BPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV. 

2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

Musyawarah perencanaan pembangunan desa merupakan forum pertemuan 

lembaga kemasyarakatan dan bertujuan untuk membahas perencanaan 

pembangunan Alokasi Dana Desa (ADD) secara keseluruhan. Hadir dalam 

musyawarah perencanaan pembangunan desa antara lain Perangkat Desa, 
anggota Sadan Permusyawaratan Desa, Pengurus Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Desa, Tim Pengerak PKK, Ketua RW dan RT serta Tokoh 

Masyarakat .. 

Sasaran musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah pengunaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana tersebut pada sasaran pengunaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) yang sudah terurai di baglan depan Petunjuk Teknis 

Operasional In!. 

Hasil musyawarah perencanaan pembangunan yang dihadiri Camat, . 
dituangkan dalam Serita Acara Hasll Musyawarah Desa. Bentuk dan Format 

Serita Acara Hasil Musyawarah Desa sebagaimana tercantum dalam 

lamplran V. 

i ,_ 
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! 1. Proses Pencairan Dana 

Semua Daftar Usulan Rencana Kegiatan yang sudah disahkan camat dengan 

lampiran: 

a. Surat Keputusan Kepala ... Desa . tentang Petunjuk Penanggung Jawab 

Operasional Kegiatan (PJOK) dan Penanggung Jawab Adminlstrasl 

Kegiatan (PJAK); 

b. Foto Copy Nomor Rekenlng Penanggung Jawab Operasional Keglatan 

rangkap 4 (empat); 

c. Foto Copy KTP maslng - masing Penanggung Jawab Operasional Kegiatan • . . 
dari Kepala Desa rangkap 4 (empat); 

d. Kwitansl penerima secara global rangkap 4 (empat) yang asll dlatas 

materai Rp. 6000, (enam ribu rupiah); - e. Surat Pernyataan Pengajuan Alokasl Dana Desa (ADD) yang ditanda 

tanggani oleh Kepala Desa dan Penanggung Jawab Operaslonal Keglatan 

(PJOK) di atas Matera! Rp. 6000;- sesual yang tertuang dalam hasll Daftar 

Usulan Rencana Kegiatan. Bentuk dan Format Surat Pernyataan Pengajuan 

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana tercantum dalam lamplran VI. 

Daftar Usulan Rencana Keglatan (DURK) rangkap 2 (dua) selanjutnya diklrlm 

ke Bupatl Kepulauan Aru, Cq. Kepala Bagian Keuangan Setda, selaln itu setiap 

desa harus memenuhi persyaratan sebagal berlkut : 

a. Sudah menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana 

Desa (ADD) Tahun sebelumnya; 

b. Sudah membuat Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Berjalan. 

Apabila lamplran dan persyaratan tersebut diatas sudah dipenuhl, dana 

Alokasl Dana Desa (ADD) akan segera ditransfer ke maslng - maslng rekening 

Penanggung Jawab Operaslonal Kegiatan (PJOK). 

2. Pelaksanaan Keglatan 

a. Perslapan 

Setelah Alokasl Dana Desa (ADD) masuk ke dalam rekening Penanggung 

· Jawab Operasional Kegjatan (PJOK), segera Kepala Desa mengadakan 

rapat di desa yang dihadlri oleh unsur - unsur : 

Perangkat Desa, Anggota Sadan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengurus 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerlntahan Desa (LPMD) dan 

Tim Pengerak PKK, Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat dan disaksfkan 

unsur kecamatan (agar pelaksanaan rapat persiapan tidak bersamaan, 

carnat dapat menjadwal). 

b. Pelaksanaan 



. --··--··--··· -··-·--·- •......... ·-·· 

Rapat persidangan membahas : 

1) Rencana kerja kegiatan dan penjadwalannva: 

2) Pembagian tugas para pelaksana keglatan; 

3) Kesepakatan pertemuan rutin untuk evaluasl pelaksanaan, hasil rapat 

dituangkan dalam berita acara. 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan keglatan merupakan reallsasl darl seluruh rencana yang telah 

disepakatl dalam Musrenbangdes. 

Dalam pelaksanaan keglatan harus meiibatkan unsur - unsur yang terkait 

_dalam.. �engelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara rill, sehlngga 

keterbukaan akan dapat dlclptakan dan apablla terdapat penyimpangan 
�era 

dapat diketahul untuk saling mengingatkan. 
jDalam pelaksanaan hal � hal yang perlu dlperhatlkan aritara lain 

dalah : 

1) Penggunaan dana sesual dengan rencana dan keglatan mencapai hasil 

yang memuaskan serta selesai tepat waktu; 

2) Memahfaatkan tenaga masyarakat desa setempat untuk pekerjaan 
yang memerlukan tenaga mereka; 

3) Sasaran kegiatan agar tepat untuk menghlndari kecemburuan sosial; 

4) Pencairan dana di Bank Maluku Cabang Dobo dilaksanakan 1 (satu) 
tahap; 

5) Perlu ada dokumentasi keglatan sejak awal sebelum kegiatan 
dilaksanakan, pada saat pelaksanaan dan akhlr pelaksanaan keglatan. 

c. Pertanggungjawaban 

1) Para pelaksanaan keqlatan rnernbuat pertanggungjawaban kepada 

pengelola Alokasl Dana Desa (ADD); 

2) Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) menghlmpun 

pertar,ggungjawaban dari para pelaksana kegiatan untuk membuat 

pertangungjawaban kepada· Bupati Kepulauan Aru melalui camat, 

dikoordinlr oleh pengelola Aiokasi Dana Desa (ADD) tingkat 

kecamatan; 

3) Setlap bulan mengirimkan laporan kemajuan fisik dan keuangan; 

4) Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) menggunakan format keuangan 

yang sudah ditentukan sesuai aturan; 

5) Setiap penqeluaran keuangan yang harus membayar pajak agar 

disesualkan dengan aturan perpajakan. 



Pengendallan 
Pengendalian dilakukan melalui pemant:auan, pelaporan, pemeriksaan dan evaluasi 

kegiatan. 

1. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan 

Pemantauan atau monitoring pelaksanaan kegiat:an sangat diperlukan mulai awal 

kegiatan sampal akhlr keglatan dengan tujuan agar tldak terjadl kesalahan dalam 

pelaksanaan kegiatan. 

Pemantauan dilakukan oleh Kepala Desa, Penanggung Jawab Operaslonal 

Kegiatan (PJOK), unsur Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kepa!a seksl Pembangunan Kecamatan dan camat . . 
serta Badar'i Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerlntahan Desa Kabupaten 

Kepulauan Aru. 

2. Pelaporan 

Laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap bulan sekali secara berjenjang 

oleh desa kepada Camat untuk selanjutnya Camat me!aporkan kepada Bupatl, dan 

pada akhlr tahun anggaran Penanggung Jawab Operaslonal Kegiatan (PJOK) dan 

Penanggung Jawab Admlnistrasi Kegiatan (PJAK) membuat laporan akhir seluruh 

kegiatan iengkap dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan buktl - bukti 

pengeiuaran. 

3. Pembinaan dan Pengawasan 

a. Pembinaan 

Pemblnaan dilakukan terhadap pelaksanaan fisik kegtatan maupun terhadap 

pengelolaan keuangan, menyangkut pembukuan, pembe!anjaan, pengadaan 

bahan/materlal dan buktl pengeluaran dilakukan oleh Kepala Desa, Ketua 

Badan Permusvawaratan Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Desa, Tim Pembinaan Tingkat Kecamatan serta Tim Koordlnasl Tlngkat 

Kabupaten Kepulauaii Aru. 

b. Pengawasan 

Pengawasan <lilakukan oleh Kepala Desa, Carnat, Unsur Badan Pengawasan 

Kabupaten dan Unsur badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten. 

4. Larangan 

a. Penggunaan ADD tidak dlperbolehkan untuk keglatan politik, membayar PBB 

dan peruntukan yang tldak tepat sasaran (rnlsalnya untuk bersih desa, bayar 

hiburan, perlngatan Hari-Harl Besar Nasional dan sejenlsnya). 

b. Apabila menylrnpang dart DURK sernula !<arena skala prloritas harus ada 

musyawarah mufakat yang dituangkan dalam Berita Acara. 

5. Ketentuan Sanksi 

a. Bupatl dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangl jumlah Alokasi Dana 

Desa (ADD) tertentu pa·cta �,.lffi bertkutnya dari jumlah yang seharusnya 



pembangunan skala desa yang bersumber dari Alokasl Dana Desa (ADD) · 
secara transparan, partislpatif dan akuntabilitas. 
Bagi pelaksana pembangunan yang terbuktl melakukan tlndak pldana korupsl 
dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari Alokasi Dana Desa (ADD) 
akan dilakukan tindakan hokum sesual peraturan yang berlaku. 

····- . ---.=��= ,:,--------·=------· 

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dijamin dapat memberi manfaat bagl 
penlngkatan kesejahteraan masyarakat, lembaga pemerintah desa maupun 

lembaga kemasyarakatan, yang member! dampak positif dan berkelanjutan. 
Untuk itu pemeliharaan terhadap hasil kegiatan sangat diperlukan dengan 
melibatkan unsur masyarakat sebagal tini pemeliharaan hasil pembangunan 
sebagai pemanfaat kegiatan. 

dllakukan untuk menilai hasil pelaksanaan keglatan yang dilakukan 
termasuk klnerja para pelaksana kegiatan maupun pengelola Alokasl Dana Desa 
(ADD). 

:r Evaluasl jug;3 dllakukan terhadap isl laporan dengan berpegang pada rencana, 
kriteria dan standar yang ditentukan, hasll evaluasi dapat dijadikan dasar upaya 
perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan. , 

I 
. Pengaduan can Penanganan Masalah 

Setlap pengaduan dan keluhan darl masyarakat harus segera dltanggapl secara 
serius dan tldak terlalu lama diblarkan, pengaduan masyarakat merupakan wujud 

control social atau pengawasan oleh masyarakat. 
Penanganan penqaduan dilaksanakan secara berjenjang di Tingkat Desa ofeh 
Kepala Desa dan PJOK, di Tingkat Kecamatan oleh Camat dan Tim Pembina 

·\ · Alokasl Dana Desa (ADD) Kecamatan, di Tingkat Kabupaten oleh Tim Koordlnasl 
. ; Alokasl Dana Desa (ADD) di Kabupaten. 

, Indlkator Keberhasilan Alokasi Dana Desa (ADD) 
· Iridikator yang dlgunakan dalam menllal keberhasilan pengelolaan Alokasl Dana Desa 

- (ADD), yaitu : 
a. Berkurangnya jumlah penduduk mlskin dan menlngkatnya aktivitas mereka dalam 

keglatan ekonoml; 
b. Berkurangnya pengangguran karena tumbuhnya lapangan kerja di pedesaan; 
c. Meningkatnya pelayanan masyarakat dan fungsinya lembaga kemasyarakatan 

sebagai mltra kerja pemerintah desa; 
d. Terbentuknya badan - badan usaha milik desa dan menlngkatnya Pendapatan 

Asli Desa (PAD): 
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DITETAPKAN DI : DO BO 
PAOA TANGGAL : Pebruari 2014 . 

faENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU, 

Penutup. 
Program Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah percepatan dalam upaya 

Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu untuk 

menJngkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan sehlngga 

diharapkan semua desa di kabupaten kepulauan aru akan dapat menentukan sendlrl 

kebutuhan pembangunan desa sesuat potensl yang dimillkl, terutama di bidang 

pengentasan kemisklnan, penclptaan lapangan kerja di perdesaan, penlnqkatan 

kesehatan dan pendidlkan, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 
urnum. Sehlngga upaya pernberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan 

desa serta pembarygunan desa untuk meningkatkan perkembangan desa dapat 

segera tercapai. 

---------·---- 
· e. Berkurangnya kejadian luar biasa / wabah dan fungslnya posyandu - posyandu 

dan polindes di semua desa; 

Terbentuknya fembaga pendldikan luar sekolah dan menlngkatnya prestasl slswa; 

g. Meningkatnya peran serta r'nasyaraT<at . dalam sfstem keamanan lingkungan 

(Siskamling); 

h. Terciptanya pernerataan pembangunan disemua dusun dan berkembangnya 

dusun - dusun terpencll; 

I. Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur dan sarana/prasarana umum di 

pedesaan; 

j. Semaraknya kehidupan keagarnaan sebagai wujud kehannonlsan sosial; 

k. Menlngkatnya · peranan perernpuan dalam pembangunan melalui aktlfitas 

keglatan ekonoml produktif; 

I. Meningkatnya swadaya gotong royong dan terlaksananya bulan bakhtl gotong 

royong rnasyarakat; 

m. Berl<embangnya Teknologl Tepat Guna di perdesaan dan menlngkatnya upaya 

pelestariaan flngkungan hldup; 

n. Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa (LPMD). 


